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ABSTRACT

ANALYSIS OF EFFECT OF BALANCING FUNDS AND SPECIAL
AUTONOMIC FUNDS RECEIPT ON ECONOMIC GROWTH WITH
CAPITAL EXPENDITURE ASINTERVENING VARIABLE

(Empirical Study of District/City Government in Aceh Province)

By

IRHAM MAULANA TSALITS

BPS Aceh in its data publication describes the economic condition of Aceh experiencing
instability since 2011 and peaked in 2015 where Aceh's economic growth showed negative
value. On the other hand, the transfer funds from the Central Government in the form of
Balancing Funds and Special Autonomy Fundsreceived by Aceh increased in number each
year which should be a stimulus for regional economic progress and increase the level of
peopl€e's purchasing power.

The aim of the research isto anal yse the influence of balancing funds and special autonomy
funds receipt on economic growth with capital expenditure as intervening variable. In
addition, it also seen itsinfluence in the next 1 and 2 years. The population in this study
are the Districts/ Cities government in Aceh as many as 23 districtg/cities. The data used
are secondary data with time series for 5 years (2011-2015). Data were analyzed using E
views version 8.0.

The results show that the balancing funds have a significant and positive impact on
economic growth in the same year but did not significantly affect economic growth in the
next one or two years. The special autonomy fund did not significantly affect the economic
growth in Aceh in the current year or the year after, but only had a significant positive
effect two years later. And, capital expenditure does not mediate the relationship between
balancing funds and special autonomy funds receipt with economic growth.

Key Words:  Balancing Fund, Special Autonomy Fund, Capital Expenditure, Economic
Growth



ABSTRAK

ANALISISPENGARUH PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN DAN
DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/K ota di Provinsi Aceh)

Oleh

IRHAM MAULANA TSALITS

BPS Aceh dalam publikasi datanya menggambarkan kondisi ekonomi Aceh yang
mengalami ketidakstabilan sgjak tahun 2011 dan puncaknya di tahun 2015 dimana
pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan nilai negatif. Di sis lain,dana transfer dari
Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Otsus yang diterima Aceh
jumlahnya meningkat setiap tahunnya yang seharusnya dapat menjadi stimulus bagi
kemaj uan ekonomi daerah dan menambah tingkat daya beli masyarakat.

Tujuan yangingin dicapai dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh penerimaan dana
perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dengan
memasukkan belanja modal sebagai variable intervening. Selain itu juga dilihat
pengaruhnyadi 1 dan 2 tahun berikutnya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah
Kabupaten/K ota se-Aceh sebanyak 23 Kabupaten/K ota. Data yang digunakan adalah data
sekunder dengan runtun waktu selama 5 tahun (2011-2015). Data dianalisis dengan
menggunakan program E views versi 8.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positf
terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama namun tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di satu dan dua tahun berikutnya. Dana otsus tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh pada tahun yang
bersangkutan ataupun satu tahun setelahnya, namun baru memiliki pengaruh signifikan
positif dua tahun setelahnya. Dan, belanja modal tidak memediasi hubungan antara
penerimaan dana perimbangan dan dana otsus dengan pertumbuhan ekonomi.

KataKunci: DanaPerimbangan, Dana Otonomi Khusus, BelanjaModal, Pertumbuhan
Ekonomi
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbitnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
landasan pemberlakuan otonomi daerah bagi seluruh provinsi, kabupaten dan kota
di Indonesia, tak terkecuali Aceh. Lebih dari itu, Aceh juga ditetapkan sebagai
daerah dengan otonomi khusus dengan diterbitkannya UU Nomor 18 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Sumber keuangan yang menjadi penopang daerah Aceh dalam menjalankan
pemerintahannya selaku daerah otonom adalah dana transfer dari Pemerintah
Pusat. Transfer (dari Pusat) ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam
rangka mendanai pel aksanaan desentralisasi fiskal berupadana perimbangan, dana

otonomi khusus dan dana penyesuaian (PMK Nomor 06/PMK.07/2012).

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisas yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokas umum
dan dana aokas khusus. Dana perimbangan memiliki tren yang selalu meningkat
setigp tahunnya karena menyesuaikan dengan penerimaan dalam negeri yang

ditetapkan dalam APBN yang juga selalu meningkat. Pendapatan negara dalam



APBN 2011 sebesar 1.104,9 Trilyun dan di tahun 2016, APBN-P sudah mencapai
1.761,6 Trilyun. Dengan pendapatan negara dalam APBN yang selalu meningkat
tersebut secara otomatis akan meningkatkan jumlah dana perimbangan yang

dialokasikan ke pemerintah daerah.

Pendapatan Negara dalam APBN
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Gambar 1.1
Grafik Pendapatan Negara dalam APBN Tahun 2011 — 2016
Sumber : BPS (data diolah)
Selain Dana Perimbangan, provinsi Aceh juga mendapatkan aokasi Dana
Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung Daerah Otonomi Khusus Aceh sesuai
UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dana Otsus ini mulai
diterima pada tahun 2008 dan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
Sejak pertama kali menerima alokasi dana otsus tahun 2008, hingga tahun 2015,

total dana otsus yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk provins Aceh

mencapai 41,2 Triliun.



Alokasi Dana Otsus Aceh
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Gambar 1.2
Grafik Alokasi Dana Otsus Aceh Tahun 2008 — 2015
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Peningkatan jumlah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota di Aceh
setiap tahunnya dari pemerintah pusat ditambah dana otsus yang diterima dengan
jumlah yang tidak sedikit akan berdampak pada peningkatan belanja infrastruktur
atau belanjamodal. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006, dana otsus ditujukan
untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta

pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Sehubungan dengan banyaknya dana yang terima oleh kabupaten/kota di Provinsi
Aceh dan telah dianggarkan dalam belanja modal untuk pengadaan infrastruktur
publik membuktikan bahwatheory of grants memberikan landasan bahwa bantuan
pemerintah (yang dalam praktiknya di Indonesia dapat berbentuk transfer dana)
menjadi stimulus bagi kemajuan ekonomi daerah dan menambah tingkat daya beli
masyarakat (Hartati, dkk, 2016). Tambahan kemampuan ini pada akhirnya akan

berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Selanjutnya dapat dilihat dari penelitian Hong dan Ahmed (2009) terhadap 14
negara bagian di India yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah
melalui belanja publik seperti untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur
(belanja modal) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Adi (2006) dengan
sampel Kabupaten/Kota se Jawa dan Bali yang menyimpulkan bahwa belanja
pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada
kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui
peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong
timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan
berbagai sumberdaya untuk kegiatan produks sehingga pada akhirnya dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Fenomenayang menjadi dasar penelitian ini adalah data-data yang diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh jugaKomite Ekonomi Industri Nasiona (KEIN)
yang menggambarkan ketidakstabilan ekonomi Aceh sgak 2011 dan puncaknya

2015 dimana pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan nilai negatif.
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Berdasarkan analisis Growth Diagnostic yang telah dilakukan oleh Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, secara umum terdapat 4 hambatan
utama terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif antara lain
minimnya kegiatan ekonomi produktif berupa keberadaan berbagai industri
pengolahan di Aceh, kondisi infrastruktur di Aceh, khususnya kondisi pelabuhan,
listrik, serta jalur konektivitas yang menghubungkan secara langsung antara
kawasan Aceh bagian barat dan bagian timur melalui jalur bagian tengah, kualitas
sumber daya manusia dan kenyamanan dalam berinvestasi yakni terkait dengan
banyaknya biaya tidak resmi berbentuk pungutan liar (Pungli). Seharusnya,
dengan jumlah anggaran yang diterima oleh kabupaten/kota di Aceh yang terus
meningkat setiap tahunnya terutama dengan adanya dukungan alokas dana otsus
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pengelolaan dana

daerah secara optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat terlihat adanya kondisi yang tidak



saling berkesesuaian yaitu fenomena pertumbuhan ekonomi Aceh yang sangat
tidak stabil selama tahun 2011-2015 sementara disisi lainnya dana perimbangan
dan dana otsus yang diterima/dial okasikan untuk provinsi Aceh selalu meningkat
setiap tahunnya, dan hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti. Judul penelitian
yang diambil yaitu “Pengaruh Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana
Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal
sebagai Variabel Intervening” dengan studi empiris pada Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam rentang waktu 2011-2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dana perimbangan dan dana otsus berpengaruh terhadap belanja
modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh?

2. Apakah dana perimbangan, dan dana otsus berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provins Aceh?

3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada
kabupaten/kotadi Provins Aceh?

4. Apakah belanja modal memediasi pengaruh dana perimbangan dan dana

otsus terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kotadi Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Pen€litian

Sesual dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris sebagal berikut:



1. Untuk membuktikan bahwa dana perimbangan dan dana otsus berpengaruh
terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

2. Untuk membuktikan bahwa dana perimbangan, dan dana otsus berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

3. Untuk membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

4. Untuk membuktikan bahwa dana perimbangan dan dana otsus berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada kabupaten/kota

di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Pendlitian

Dari hasil pendlitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai

pihak, diantaranya:

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan akan menjelaskan dan mendukung teori-teori yang
sudah ada antara lain fiscal federalism theory, dan teori desentralisasi
terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi di Aceh yang dikaitkan dengan
besarnya dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat

melalui pengal okasian belanjamodal.

2. Manfaat akademis
Hasil pendlitian diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya,
berkenaan dengan pengaruh dana perimbangan, dana otonomi khusus dan
belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagai bahan

referensi serta datatambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada



bidang kgjian ini.

. Manfaat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan
informasi bagi pemerintah kabupaten/kotadi provinsi Aceh tentang pengaruh
penerimaan dana perimbangan dan dana otsus terhadap pertumbuhan
ekonomi Aceh dan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan dan
pengambilan kebijakan daerah dalam penganggaran belanja modal dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sehingga kebijakan-
kebijakan yang diambil dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten/kota di Aceh secara efektif.



BAB I1
RERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Fiscal Federalism

“The traditional theory of fiscal federalism lays out a general normative
framework for the assignment of functions to different levels of government and
the appropriate fiscal instruments for carrying out these functions (Richard
Musgrave dalam Oates, 1999).” Teori Fiscal Federalism menjabarkan kerangka
umum terkait tugas dan fungsi berbagal tingkat di pemerintahan dan menjelaskan
instrumen-instrumen fiskal apa yang tepat dalam melaksanakan tugas dan fungsi

tersebut.

Teori Fiscal Federalism merupakan teori yang dikembangkan oleh Hayek (1945),
Musgrave (1959) dan Oates (1972). Teori ini menekankan pertumbuhan ekonomi
dicapai dengan jalan desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang oleh pusat
kepada daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri atau
sering disebut dengan otonomi daerah. Teori fiscal federalism terbagi atas dua
perspektif teori yakni menurut traditional theories (first generation theory) dan

new per spective theories (second generation theories).

Traditional theories (first generation theory) dikemukakan oleh Hayek (1945)



10

yang menekankan keuntungan alokatif dari desentralisasi. Dari pandangan ini
terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi.
Pertama, tentang penggunaan knowledge in society mengenai proses pengambilan
keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi
yang efisien karena pemerintah daerah |ebih dekat dengan masyarakatnya. Kedua,
memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar
daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih
berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan

masyarakat.

Sementara new perspective theories (second generation theories), dikemukakan
oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) lebih menekankan pada bagaimana
desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Apabila
pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi
lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatas

(Dwirandra dan Wertianti, 2013).

2.1.2 Teori Desentralisas

Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan desentralisasi yaitu:

“Decentralization can be defined as the transfer of responsibility for
planning, management and resource raising and allocation from the
central government and its agencies to: (a) field units of central
government ministries or agencies, (b) subordinate units or levels of
government, (c) semiautonomous public authorities or corporations,
(d) areawide, regional or functional authorities, or (e
nongovernmental private or voluntary organizations (Rondinelli
1981a)”

Oates (1972) dalam Haryanto dan Astuti (2009) menjabarkan pengertian

desentralisas fiskal sebagal dergjat kebebasan dalam membuat keputusan
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mengenai pembagian pelayanan publik dalam berbagai tingkat pemerintahan.

Davoodi dan Zou (1998) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal, atau devolusi
kekuasaan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dipandang sebagai
bagian dari paket reformasi untuk meningkatkan efisiensi di sektor publik, untuk
meningkatkan persaingan di antara pemerintah daerah dalam memberikan

pelayanan publik, dan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Argumen dasar dalam mendukung desentralisasi fiskal didasarkan pada dua
asumsi yang saling melengkapi: (1) desentralisasi akan meningkatkan efisiensi
ekonomi karena pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik dibanding
pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan publik sebagai hasil dari
informasi yang dimiliki; dan (2) mobilitas penduduk dan persaingan di antara
pemerintah daerah untuk pelayanan publik akan mendorong terjadinya
kecocokan antara preferensi masyarakat lokal dengan pemerintah daerah

(Davoodi dan Zou,1998).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi
fiskal erat kaitannya dengan pelayanan publik, mengingat fungsinya sebagai
suatu alat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam penerapan desentralisasi ini, pemerintah pusat tidak Iepas tangan secara

penuh dan masih memberikan bantuan sumber keuangan kepada pemerintah

daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan
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menjadi komponen pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, pemberian sumber
keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
Pemberian sumber keuangan negara berdasarkan PMK Nomor 06/PMK.07/2012
diistilahkan dengan dana Transfer ke Daerah yaitu bagian dari belanja negara
daam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana

perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

2.1.3 Keuangan Daerah

Definisi keuangan Daerah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 PP Nomor 58 tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewagjiban daerah tersebut. Disis lain, keuangan daerah sebagal
aat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan Negara
daam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ditujukan untuk
memeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi, sosia dan

politik.

PP 58 tahun 2005 Pasal 1 ayat 6 mengartikan pengelolaan keuangan daerah yaitu
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Asas umum

dalam pengel olaan keuangan daerah yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib,
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taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan

manfaat untuk masyarakat.

Nordiawan (2008) menjelaskan tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan

daerah antaralain sebagai berikut:

a. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa
berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien
dan efektif dalam meningkatkan produktivitas.

b. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintah dan
pembangunan.

c. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara
berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun perbaikan
sarana daan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi
yang diwujudkan dalam APBD yang setigp tahun ditetapkan dengan peraturan
daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua
penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas
dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh Daerah termasuk didalamnya yaitu Dana Perimbangan

dan Dana Otonomi Khusus.

Sementara belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah



14

dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperol eh pembayarannya kembali oleh
Daerah, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal,

belanja bantuan sosial, dan lain-lain.

2.1.4 Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan Dana Perimbangan yaitu
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisas.
Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2008, dalam rangka pel aksanaan desentralisas,
kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer
dengan prinsip money follows function. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan
wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan

untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi
kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta
meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potens ekonomi daerah. Ma (1997)
menj el askan tigaa asan untuk melakukan transfer antar pemerintah dilihat dari sudut

pandang ekonomi yaitu:

1. Terdapat ketidakseimbangan fiska vertika (vertical fiscal imbalances) yang
terjadi karenapemerintah pusat menguasai pa ak-pajak utama, sehingga sumber
paak yang dikuasa daerah tidek memadai untuk mendanai berbaga
pengeluarannya;

2. Adanya ketidakseimbangan fiskal horisonta (horizontal fiscal imbalances)
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yaitu perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiska antar daerah;
3. Adanya efek pelimpahan antar daerah (spill-over effect) yaitu eksternditas
ekonomis dan eksternalitas disekonomis dari suatu kegiatan di suatu daerah

kepada daerah lainnya.

Daam pasal 10 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa dana perimbangan
terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasll, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pel aksanaan Desentralisasi.

2. DanaAlokas Umum, yaitu danayang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pel aksanaan Desentralisasi.

3. DanaAlokas Khusus, yaitu danayang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesua dengan prioritas

nasional.

Pada aspek hubungan pemerintahan pusat dan daerah, EImi dalam Julitawati (2012)
mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan dana perimbangan ini diharapkan
akan terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasiona. Dari uraian di atas dapat
dismpulkan bahwa dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam
mendanai  kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan
pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan

pendanaan pemerintahan antar daerah.
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2.1.5 Dana Otonomi Khusus

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang aktif, responsif, dan aspiratif untuk
memenuhi kebutuhan masyarakatnya, pemerintah pusat menerapkan hak Otonomi
khusus (selanjutnya disebut Otsus) di Aceh pada tahun 2001 yang diwujudkan
melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh.
Diberikannya Otsus kepada Provins Aceh karena kekhasan karakter yang dimiliki
masyarakat Aceh, selain itu juga sebagai wujud penghargaan negara terhadap
dedikasi dan perjuangan yang luar biasa dari Aceh selama perang kemerdekaan,
dan diharapkan pemberian Otsus ini juga dapat meminimalisir berbagai

permasalahan yang ada di internal Aceh.

Pemerintah selain memberikan otonomi khusus untuk Aceh juga mengal okasikan
dana otsus untuk mendukung Daerah Otonomi Khusus Aceh sesuai Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dana Otsus merupakan penerimaan Pemerintah
Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan

kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dana otsus ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian
untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara
dengan 2% (dua persen) plafon dana alokasi umum Nasional dan untuk tahun
keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1%

(satu persen) plafon dana alokasi umum Nasional.

Dana otsus pada dasarnya ditujukan bagi peningkatan pemberian pelayanan

kepada masyarakat (public service). Pemberian pelayanan kepada masyarakat
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akan berjalan secara efektif dan efisien, apabila proses pelayanan tersebut

didekatkan kepada masyarakat dan bukan dijauhkan (Hartati dkk, 2016).

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa dana otsus merupakan transfer
pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh dalam rangka perwujudan pel aksanaan
otonomi khusus serta sebagai salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya kesegjahteraan masyarakat

khususnya masyarakat Aceh.

2.1.6 Belanja Modal

Permendagri 13 Tahun 2006 mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan

dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanjamoda merupakan belanja Pemerintah
Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset
atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin
seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasiona. Belanja modal
digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peraatan,
infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah
sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan
pelayanan publik (Arsa, 2015). Setiap tahun pemerintah daerah mengal okasikan
belanja modal untuk pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan

pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secarafinansial.
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Belanja modal diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama adalah
belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat langsung dinikmati
masyarakat misalnya: pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pembelian mobil
ambulan untuk umum dan lain-lain. Kelompok kedua adal ah belanja aparatur yaitu
belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat
dirasakan langsung oleh aparatur misalnya: pembangunan gedung pemerintahan,
pembelian mobil dinasdan lain-lain. PSAP 02 tentang L aporan Realisasi Anggaran
Berbasis Kas mengklasifikasikan belanja modal dalam enam kelompok yaitu:

1. Belanjatanah;

2. Belanja peralatan dan mesin;

3. Belanja gedung dan bangunan;

4. Belanjajalan, irigasi, dan jaringan;

5. Belanja aset tetap lainnya;

6. Belanja aset lainnya

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investas yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, karena tingginya rasio belanja modal dalam APBD menjadi
indikator besar kecilnya investas daerah. Investasi yang dikeluarkan pemerintah
daerah selanjutnya akan menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Arsa, 2015).

Belanja modal pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam memacu
pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Rasio antara belanja modal
terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang
diaokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya maka semakin

tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di
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daerah tersebut (BPS, 2015).

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Kemagjuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan pertumbuhan
ekonomi yang baik (Arsa, 2015). Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan
suatu daerah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada
masyarakat dalam jumlah yang banyak, sehingga memungkinkan untuk kenaikan

standar hidup.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan
kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasayang diproduksi
dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Arsyad
(1999) dalam Setyawati dan Hamzah (2007) mengartikan pertumbuhan ekonomi
sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product
(GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari
tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi

atau tidak.

Salah satu konsep pertumbuhan ekonomi yaitu model pertumbuhan ekonomi
Harrod-Domar, mencetuskan konsep pertumbuhan berimbang (atau eksponensial)
yang mencakup penjelasan tentang tingkat pertumbuhan alamiah jangka panjang.
Andisis Harrod-Domar menjelaskan peranan akumulas modal dalam proses
pertumbuhan (perkembangan) ekonomi yang terus menerus, yaitu di satu pihak
investas menghasilkan pendapatan dan di lain pihak investasi akan menambah
kapasitas produksi perekonomian (Adisasmita, 2008). Tingkat pembangunan

ekonomi (rate of development) ditentukan oleh hubungan antara pembentukan
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modal (capital formation), laju pertumbuhan penduduk (rate of population

growth), dan rasio modal -output (COR) (Adisasmita, 2008).

K onsep pertumbuhan ekonomi lainnyayaitu model pertumbuhan Rostow. Analisis
Rostow berdasarkan pada analisis ekonomi dan analisis non-ekonomi yang
menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi. Menurut Rostow, unsur-unsur

pertumbuhan ekonomi di suatu negaraterdiri atas (Adisasmita, 2008):

1. Sumber daya manusia (ketersediaan tenaga kerja, penduduk, disiplin,
motivasi, dan lainnya);

2. Sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, iklim, dan lainnya);

3. Pembentukan modal (mesin-mesin, pabrik, jalan raya, dan lainnya);

4. Tingkat teknologi (pengetahuan, rekayasa, mangemen, kewirausahaan, dan

lainnya).

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kondisi pertumbuhan
ekonomi di daerah yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB pada
dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha
dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga
padatahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai
tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku

pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber

daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu,
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PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secarariil dari
tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor
harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan
menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit) dimana Indeks harga
implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut
harga konstan. Perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam
pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan

pendapatan.

2.2 Penditian Terdahulu

Adapun penelitian mengenai pengaruh Dana Perimbangan, Dana Otonomi
Khusus, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan

oleh beberapa penditi terdahulu yang telah peneliti ringkas, yaitu:



Tabd 2.1 Pendlitian Terdahulu
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No | Pendliti (Tahun) Judul Variabe Kesimpulan
1. Wandira Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan | Variabel Independen: Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan
(2013) DBH Terhadap PAD, DAU, DAK dan DBH DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja
Pengal okasian BelanjaModal modal.
Variabel Dependen:
BelanjaModa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
2. Laimeheriwa Analisis pengaruh penerimaan Variabel Independen: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan
(2013) dana Otonomi Khusus, DAU Dana Otsus, DAU terhadap belanja modal hamun dana otonomi
terhadap belanja modal dan IPM khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap
(Studi pada kota dan kabupaten Variabel Dependen: belanja modal
di Provinsi Papua) BelanjaModal, IPM
3. Hartati, dkk Pengaruh Penerimaan Dana Variabel Independen: Dana otsus dan TDBH Migas berpengaruh positif
(2016) Otonomi Khusus Dan Tambahan | Dana Otonomi Khusus, TDBH baik secara bersama-sama maupun secara parsial
DanaBagi Hasil Migas Terhadap | Migas terhadap belanja modal kabupaten/kotadi Aceh.
BelanjaModa Serta Dampaknya
Pada Indeks Pembangunan Variabel Dependen:
Manusia K abupaten/K ota Di Belanjamodal, IPM
Aceh
4. Taaha, dkk Pengaruh Dana Perimbangan Variabel Independen: Dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK
(2010) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi | Dana Perimbangan dan DBH berpengaruh positif dan signifikan
Di Provinsi Sulawesi Tengah Variabel Dependen: terhadap pertumbuhan ekonomi
Investas swasta, pertumbuhan
ekonomi
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No | Pendliti (Tahun)

Judul

Variabe

Kesmpulan

5. Budi Santosa
(2013)

Pengaruh Pendapatan Adli
Daerah dan Dana Perimbangan
Daerah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi, Pengangguran Dan
Kemiskinan 33 Provins Di
Indonesia

Variabel Independen:

PAD, Dana Perimbangan,
Variabel Dependen:
Pertumbuhan Ekonomi,
Pengangguran dan kemiskinan

PAD dan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah.

DAK dan DBH memiliki pengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah

6. Anis Setiyawati

Analisis pengaruh PAD, DAU,

Variabel Independen:

PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

Pertumbuhan Ekonomi Di
Provinsi Sumatera Barat :
2000-2006

jumlah penduduk

Variabel Dependen:
PDRB

dan Ardi DAK, dan Belanja PAD, DAU, DAK, Belanja ekonomi.

Hamzah (2007) Pembangunan Terhadap Pembangunan, DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan
Pertumbuhan Ekonomi, ekonomi.
Kemiskinan, dan Pengangguran: Variabel Dependen: Belanja pembangunan tidak berpengaruh
Pendekatan Analisis Jalur Pertumbuhan Ekonomi, signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan, Pengangguran
7. Anasmen Pengaruh Belanja Modal Variabel Independen: BelanjaModa Pemerintah tidak signifikan
(2009) Pemerintah Terhadap Belanjamodal, Investasi swasta, | mempengaruhi pertumbuhan PDRB.

Investasi Swasta signifikan mempengaruhi
PDRB.

Jumlah Penduduk juga signifikan mempengaruhi
Pertumbuhan PDRB

Sumber : https://scholar.google.co.id
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2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil pendlitian sebelumnya serta permasalahan
yang dikemukakan, maka sebaga acuan untuk merumuskan hipotesis, berikut
disgjikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian
seperti yang ditunjukan pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

DAMA
PERIMBAMNGAN
(DPR)

4
™
i Pertumbuhan
Bela?;aah:fﬂdal : > Ekonomi
) {PE)
L
E

DANA OTONOMI
KHUSUS
(DOK)

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota
di Provins Aceh

Dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil bertujuan

mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan

antar-Pemerintah Daerah. Dana perimbangan merupakan bagian dari dana
Transfer Pusat ke Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi

fiskal. Adanyadesentralisasi fiskal ini membuat pihak pemerintah daerah memiliki
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kewenangan untuk mengatur keuangannya secara mandiri. Pengelolaan keuangan
secara mandiri ini akan memberikan peluang bagi pihak pemerintah daerah untuk
memperbaiki segala bentuk infrastruktur daerah dan meningkatkan pelayanan
publik dengan mengalokasikan belanja modal dalam anggaran daerahnya. Tiap-
tiap daerah memiliki proporsi pengalokasian belanja moda yang berbeda-beda

sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah.

Hal di atas sesuai dengan Teori Fiscal Federalism yang menyebutkan bahwa
pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan desentralisasi fiskal atau
pendel egasian wewenang oleh pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangga
pemerintahan daerahnya sendiri dimana pemberian dana perimbangan kepada
daerah merupakan bentuk dari desentralisasi fiskal. Dan, sesuai dengan konsep
pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh Harrod-Domar yang menyebutkan
bahwa pembangunan ekonomi (rate of devel opment) ditentukan salah satunyaoleh
pembentukan modal (capital formation) yang dapat berupa mesin-mesin, pabrik,

jalan raya, dan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2015) menunjukkan bahwa dana
perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanjamodal. Laimeheriwa (2013)
dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap
belanja modal. Sementara Wandira (2013) menemukan bahwa DAU dengan arah
negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dari
penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adal ah:

Ha1: DanaPerimbangan berpengaruh positif terhadap belanja moda pada
Kabupaten/Kotadi Provins Aceh
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2.4.2 Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus terhadap terhadap
Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provins Aceh

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada
suatu provins untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat di wilayah
tersebut. Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus melalui Undang-Undang
Nomor 18 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh. Sebagai daerah dengan otonomi khusus, Aceh mendapatkan
alokas dana untuk menyelenggarakan kewenangan otonomi khusus berupa dana
otsus. Dana otsus tersebut ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat,

pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Fasilitas yang terkait dengan infrastruktur, ekonomi rakyat, pendidikan, sosial, dan
kesehatan disediakan melalui pengalokasian belanja moda dalam anggaran
daerah. Pendlitian Hartati, dkk (2016) dan Nabila (2015) menyimpulkan bahwa
dana otsus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian Laimeheriwa
(2013) dan Annisa (2015) terhadap Kabupaten/Kota di Papua menunjukkan hasil
yang berlawanan dimana dana otsustidak berpengaruh signifikan terhadap belanja
modal. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adal ah:

Ha2: Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
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24.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di provinsi Aceh

Dana perimbangan merupakan bagian dari dana Transfer Pusat ke Daerah dalam
rangkamendanai pel aksanaan desentralisasi fiskal. Adanyadesentralisasi fiskal ini
membuat pihak pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur
keuangannya secara mandiri. Dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan
DBH yang dikelola secara tepat akan mampu menjadi stimulus bagi pertumbuhan
ekonomi suatu daerah karena dengan dana transfer dari pusat ini akan menambah
tingkat daya beli masyarakat disebabkan perputaran kegiatan perekonomian yang

makin tinggi sebanding dengan jumlah danatransfer yang diterima.

Debnath, dkk (2013) menyatakan bahwa transfer pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang kemudian
akan memengaruhi kesgahteraan wilayah tersebut. Taaha, dkk (2010) dan
Hendriwiyanto (2014) menyimpulkan bahwa Dana perimbangan yang terdiri dari
DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil yang berlawanan didapatkan dari penelitian Iskandar (2012) dimana dana
perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari
penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adal ah:

Haz: DanaPerimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Kabupaten/Kotadi Provins Aceh

244 Pengaruh Dana Otsus terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di provinsi Aceh

Otonomi khusus diperuntukkan bagi daerah yang diberi kewenangan khusus oleh

pemerintah pusat untuk bertanggung jawab atas daerahnya. UU Nomor 11 Tahun
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2006 tentang Pemerintah Aceh mengamanatkan pemberian dana otonomi khusus
bagi Provins Aceh dan mulai diberikan sgjak tahun 2008. Dana otonomi khusus
yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan agar membantu

pemerintah daerah dalam program kegiatan pembel anjaan daerah.

Sama halnya dengan dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pusat,
dana otsus ini juga akan menambah tingkat daya beli masyarakat disebabkan
perputaran kegiatan perekonomian yang makin tinggi sebanding dengan jumlah
dana transfer yang diterima. Tujuan diberikannya dana otsus diantaranya yaitu
untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Jika dana
otsusini dikeloladengan baik maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Sebagaimana penelitian Munnel (1992) yang menyatakan, “For the
evidence suggests that, in addition to providing immediate economic stimulus,
public infrastructure investment has a significant, positive effect on output and
growth.” Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adal ah:

Hasa: Dana Otsus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kotadi Provins Aceh

2.4.5 Pengar uh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

Model pertumbuhan ekonomi menurut Rostow menjel askan bahwa salah satu usnur
pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal berupa mesin-mesin, pabrik,

jalan raya, dan saranainfrastruktur lainnya.

Penelitian Gunalp dan Gur (2002) terhadap 34 negara berkembang menunjukkan
hasil bahwa ukuran pemerintah yang ditunjukkan dengan total belanja pemerintah

berpengaruh positif dan cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sgjalan dengan
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penelitian Munnel (1992) yang menyatakan bahwa belanja investas untuk
infrastruktur publik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sementara Iskandar (2012) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa belanja
modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari penjelasan
diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Has: Bedanja moda berpengarun postif terhadap pertumbuhan ekonomi

Kabupaten/Kotadi Provins Aceh

2.4.6 Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Otsus terhadap Pertumbuhan
Ekonomi melalui Belanja M odal
Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang
mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk periode di masa yang akan datang.
Sumber penerimaan daerah antara lain diperoleh dari Pendapatan asli daerah,
transfer dari pusat dan dari pembiayaan. Dana-dana yang dimiliki oleh daerah
tersebut dianggarkan dan direalisasikan melalui program-program yang ditujukan
untuk meningkatkan kesgjahteraan rakyat yang dilakukan melalui pembelanjaan

daerah.

Pengelolaan keuangan secara mandiri tersebut akan memberikan peluang bagi
pemerintah daerah untuk memaksimalkan belanja-belanja daerah yang difokuskan
terhadap pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, pendidikan dan kesehatan
serta pemberdayaan ekonomi rakyat dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi
meningkat dan dapat mensegjahterakan rakyat. Sebagaimana penelitian Hong dan
Ahmed (2009) terhadap 14 negara bagian di India yang menyimpulkan bahwa
pengeluaran pemerintah melalui belanja publik seperti untuk kesehatan,

pendidikan dan infrastruktur (belanja modal) berpengaruh secara signifikan dan
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positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis
yang dapat dirumuskan adalah:
Hae: Dana Perimbangan dan dana otsus secara tidak langsung berpengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada
kabupaten/kota di Provins Aceh



BAB I11

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Pendlitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian
kuantitatif adalah penelitian dengan cara mengukur variabel yang berupa angka-
angka dan melalui analisis data dengan prosedur ketentuan statistik. Dalam
penelitian ini nantinya menjelaskan seberapa besar pengaruh dana perimbangan
dan dana otsus terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

3.2 Jenisdan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan
data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari
buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai relevansi
dengan tema penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang
merupakan gabungan dari time series dan cross section. Data cross section yang
digunakan adal ah data 23 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh, sementaradata
time series yaitu rentang waktu data yang diteliti antara tahun 2011 - 2015. Data

yang dimaksud diatas meliputi datatingkat pertumbuhan ekonomi, dataterkait dana
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perimbangan, dan dana otsus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun
2011 sampai tahun 2015. Rentang sampel tahun penelitian diambil berdasarkan
fenomena yang terjadi dimana pertumbuhan ekonomi Aceh bergegolak dengan
sangat tidak stabil sgjak 2011 dan puncaknyadi 2015 dengan pertumbuhan ekonomi
di level negatif. Selain itu juga karena data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

di Aceh tahun 2016 belum dipublish oleh BPS saat penelitian berlangsung.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari laman resmi BPS Provins dan
Kabupaten/Kota di Aceh, LHP BPK RI, situs Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Negara (DJKN) Kememterian Keuangan Republik Indonesia

(www.djpk.depkeu.go.id) dan literatur lainnya.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kotadi Provinsi Aceh, yang
berjumlah 23 kabupaten/kota, terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota (Rincian
Kabupaten/K ota pada Lampiran 1). Penelitian ini memiliki rentang waktu 5 tahun
yaitu mulal dari tahun 2011-2015. Dengan demikian jumlah amatan yang diteliti
berjumlah 23 kabupaten/kota x 5 tahun = 115 populasi. Dalam penélitian ini
penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah
teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel,
atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat
kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana anggota populas dijadikan

sampel (Sugiyono, 2012).
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3.4 Mode Pendlitian

Mode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
regresi, yaitu metode yang berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel,
variabel dependen, pada satu atau lebih variabel lain, variabel independen atau
explanatory variables, dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-
rata hitung (mean) atau rata-rata (populasi) variabel dependen, dipandang dari
segi nilai yang diketahui atau tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang)
berupa variabel independen (Gujarati, 1978). Analisis yang digunakan untuk

menjawab rumusan masalah yang ada yaitu dengan model regresi data panel.

Penelitian ini mengambil pertumbuhan ekonomi sebagal variabel dependen.
Variabel independennya yaitu dana perimbangan dan dana otsus, sementara
belanja modal sebagai variabel intervening (mediasi). Adapun model umumnya

adalah sebagai berikut:

Substruktur | : BMi =01+ 1 DPRit + Y1 DOKi + €1
Substruktur 11 : PEi: = 02 + B2 DPRit + Y. DOKit + 62 BMi + €2
Dimana:

PEit+ =Tingkat PDRB riil pada kabupaten/kotai dan tahun t
DPRi; = dana perimbangan pada kabupaten/kotai dan tahun t
DOK; = dana otsus pada kabupaten/kotai dan tahun t

BMit =belanjamodal pada kabupaten/kotai dan tahun t

a = konstanta regresi

B,y,0 =koefisenregresi

€ =error term
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Untuk substruktur 11, analisis juga dilakukan dengan menggunakan kelambanan
satu tahun (t-1) dan dua tahun (t-2) pada variabel belanjamodal. Hal ini dilandasi
oleh permasalahan penyerapan anggaran yang kurang optimal dimana yang terjadi
adalah penyerapan yang selalu rendah di awal tahun dan akhirnya menumpuk di
akhir tahun. Kondis penyerapan anggaran di Indonesia tersebut diistilahkan oleh
Bank Dunia yaitu lambat pada awa sampa tengah tahun anggaran namun
meningkat tajam memasuki akhir tahun (slow back-loaded) (BPKP, 2011). Selain
itu, proyek pemerintah juga adakalanya melebihi jangka waktu satu tahun
anggaran sehingga dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi satu atau dua

tahun berikutnya.

Lambatnya realisasi belanja modal masih menjadi persoalan klasik yang berulang
setigp tahun. Padahal dari sisi teori, belanja modal menjadi representasi utama
belanja yang berkualitas dalam menciptakan dampak investasi dan pembangunan
secara nasional (Haryanto, 2015). Oleh karena itu, realisasi dana perimbangan,
dana otsus dan belanja moda setidaknya baru akan diketahui pengaruhnya
terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya. Adanya time lag atau
kesenjangan waktu antara pengukuran variabel dependen dengan variabel
independen dan variabel interveningnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian
terhadap model penelitiannya.
Dengan menggunakan lag 1 tahun, model regresi substruktur 1l nya menjadi
sebagai berikut:

PEit =02+ B2DPRit1+ Y. DOKit1+ 82 BMit1 + €2
Dimana:

PEit = Tingkat PDRB riil pada kabupaten/kotai dan tahun t
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DPRit1 = dana perimbangan pada kabupaten/kota i dan tahun t-1
DOK jt1 = dana otsus pada kabupaten/kotai dan tahun t-1

BMit1 = belanjamodal pada kabupaten/kotai dan tahun t-1

a = konstanta regresi

B,vy, 0 = koefisien regresi

€ = error term

Dengan cara yang sama, model regresi menggunakan lag 2 tahun menjadi sebagai

berikut:
PEit = 02 + 2 DPRit2 + Y2 DOKit2 + 82 BMit2 + €2
Dimana:
PEit = Tingkat PDRB riil pada kabupaten/kotai dan tahun t
DPRit2 = dana perimbangan pada kabupaten/kota i dan tahun t-2
DOK jt-2 = dana otsus pada kabupaten/kota i dan tahun t-2
BMit2 = belanjamodal pada kabupaten/kotai dan tahun t-2
a = konstanta regresi
B,vy, 0 = koefisien regresi

3.5 Definisi Operasioanl dan Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan
perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu.
Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus:

_ (PDRB; — PDRB,_,)
B PDRB,_,

x 100%
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Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk
periode tahun t atau dengan range waktu tahun 2011 — 2015. Data disgjikan dalam

Lampiran 1.

3.5.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel
bebas dalam penelitian ini adalah dana perimbangan dan dana otsus. Datadisgjikan

dalam Lampiran 2.

3.5.2.1 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah yaitu suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam
kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara
proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potens,
kondisi, serta kebutuhan daerah, sgaan dengan kewagjiban dan pembagian
kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk
pengel olaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan direpresentasikan
dengan rasio realisasi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah.

o Realisasi Dana Perimbangan 100%
"~ Total Realisasi Pendapatan Daerah * °

3.5.2.2 Dana Otonomi Khusus
Dana otonomi khusus adalah dana yang dial okasikan oleh pemerintah Pusat untuk
mendukung Daerah Otonomi Khusus yang ditujukan untuk membiayai

pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
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pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan
pendidikan, sosial, dan kesehatan. Berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelimabelas yang
besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon dana alokasi umum Nasional dan
untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara
dengan 1% (satu persen) plafon dana alokasi umum Nasional.

Dana otonomi khusus dalam penelitian ini direpresentasikan dengan rasio realisasi
dana otsus terhadap total anggaran dana otsus.

nOK = Realisasi Dana Otsus 100%
"~ Total Anggaran Dana Otsus & I

3.5.3 Variabel Intervening (Mediasi)

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah belanja modal. Menurut PP
Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat |ebih dari satu periode
akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung
dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanjamodal dalam penelitian ini direpresentasikan dengan rasio realisasi belanja
modal terhadap total belanja daerah. (Data disajikan dalam Lampiran 2).

Realisasi Belanja Modal

BM x 100%

= Total Realisasi Belanja Daerah
3.6 Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan adalah andlisis kuantitatif. Analisis kuantitatif
adalah metode analisis data dari hal-hal yang berhubungan dengan angka, dan

menggunakan rumus-rumus serta teknik perhitungan yang digunakan untuk
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menganalisis masalah-masalah yang sedang diteliti. Data diolah dengan bantuan

software statistik Eviews versi 8.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang paling baik, dilakukan beberapa tahap

prosedur pengolahan data. Data panel menggunakan data yang lebih kompleks

dengan jumlah observasi yang rata-rata lebih banyak dibanding cross section dan

time series sehingga diperlukan teknik khusus dalam melakukan pengolahan.

Prosedur-prosedur pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai

berikut:

1. Estimasi regresi data panel dengan metode common effect, fixed effect dan
random effect;

2. Uji signifikans model common, fixed dan random effect;

3. Menentukan model terbaik terhadap data observasi yang dimiliki;

4. Meéakukan uji asums klasik (untuk model common dan fixed effect )

5. Uji statistik dengan regresi, uji t-Parsia dan uji F-Simultan;

(o]

. Uji hipotesis mediasi.

3.6.1 Pendekatan M odel Regresi Data Panel

Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi data
panel. Data panel merupakan gabungan antara data silang (cross section) dengan
data runtut waktu (time series). Data panel diperkenakan oleh Howles pada tahun
1950. Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek (misalnya harga saham, kurs
mata uang, atau tingkat inflasi), tetapi meliputi beberapa periode (bisa harian,

bulanan, kuartalan, tahunan, dan sebagainya). Data silang terdiri atas beberapa atau
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banyak objek, sering disebut responden, (misal perusahaan) dengan beberapa jenis

data (misal laba, biayaiklan, laba ditahan, dan tingkat investasi).

Dalam pembahasan teknik estimasi model regresi data panel, ada tiga teknik yang
dapat digunakan, yaitu:

1) Model Common effect

2) Model Fixed effect

3) Model Random effect

Commond Effect Model merupakan model sederhana yaitu menggabungkan seluruh
datatime series dengan cross section, selanjutnya dilakukan estimasi model dengan
menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Model ini menganggap bahwa
intersep dan slop dari setiap variabel sama untuk setiap obyek observasi. Dengan
kata lain, hasil regres ini dianggap berlaku untuk semua kabupaten/kota pada
semua waktu. Kelemahan model ini adalah ketidakseuaian model dengan keadaan
sebenarnya. Kondisi tiap obyek dapat berbeda dan kondisi suatu obyek satu waktu

dengan waktu yang lain dapat berbeda.

Fixed Effect Model, salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi
intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut,
yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka
(dummy variable) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang
berbeda-beda, baik lintas unit (cross section) maupun antarwaktu (time series).
Pendekatan dengan memasukkan variabel bonekaini dikenal dengan sebutan model

efek tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy Variable (LSDV).
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Random Effect Model, digunakan untuk mengatasi kelemahan model efek tetap
yang menggunakan dummy variable, sehingga model mengalami ketidakpastian.
Penggunaan dummy variable akan mengurangi dergat bebas (degree of freedom)
yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi.
Random Effect Model menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan
antarwaktu dan antarindividu, sehingga Random Effect Model mengasumsikan

bahwa setiap individu memiliki perbedaan intersep yang merupakan variabel acak.

3.6.2 Pemilihan M od€

Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji untuk memilih metode mana
yang terbaik diantaraketigametode tersebut antaralain dilakukan dengan uji Chow,
uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Uji Chow dilakukan untuk menguji
antara metode common effect dan fixed effect, sedangkan uji Hausman dilakukan
untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan fixed effect atau
random effect, dan Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk memilih antara model

OLS dan model random effect. Pengujian tersebut dilakukan dengan Eviews8.

Gambar 3.1 Pengujian Pemilihan Model Pengolahan Data Panel

- Common Effect [« —_

- Fixed Effect

+ Random Effect [
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a. Uji Chow

Dalam melakukan uji Chow, data diregresikan dengan menggunakan common
effect dan fixed effect terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk diuji.
Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

Ho: metode common effect

Ha metode fixed effects

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Chow adalah

sebagal berikut:

1. Jikanilai probability F> 0,05 artinya Ho diterima; maka model yang dipilih
adalah model common effect.

2. Jika nilai probability F < 0,05 artinya Ho ditolak; maka modal yang dipilih
adalah model fixed effect, dan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih

apakah menggunakan metode fixed effect atau metode random effect.

Namun, uji Hausman tidak perlu dilakukan apabila hasil Uji Chow menunjukkan
bahwa Ho diterima, atau dengan katalain menyimpulkan bahwamodel yang paling

tepat digunakan dalam persamaan regresi adalah model common effect.

b. Uji Hausman

Selanjutnya untuk melakukan Hausman Test, datajuga diregresikan dengan metode
random effect, kemudian dibandingkan antarafixed effect dan random effect dengan
membuat hipotesis:

Ho: Model Random effect

Ha Modd fixed effect
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Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Hausman adalah

sebagal berikut:

1. Jika Nilai probability Chi-Square = 0,05, maka Ho diterima, yang artinya
model random effect.

2. Jika Nila probability Chi-Square < 0,05, maka Ho diterima, yang artinya

modd fixed effect.

c. Uji Lagrange Mutiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) dilakukan untuk mengetahui apakah model Random
Effect lebih baik dari model Common Effect. Uji Signifikansi Random Effect ini
dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari

metode Common Effect.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi Chi-Squares dengan dergjat kebebasan (df)
sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang digunakan adalah :

Ho : Model mengikuti common effect

Ha: Model mengikuti random effect

Apabilanilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis Chi-Sguares maka hipotesis nul
ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model
Random Effect. Dan sebaliknya, apabilanilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis
Chi-Sguares maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk
regresi data panel adalah model Common Effect. Atau dapat dilakukan dengan
melihat nilai probability Cross-section random. Apabila nilainya berada di atas
0,05 atau tidak signifikan, maka Ho diterima dan jika berada dibawah 0,05 atau

signifikan maka Ho ditolak dan H1 diterima.
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3.7 Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Anadisis statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian
berupa variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini
variabel yang digunakan adalah Dana Perimbangan, dana otsus, belanjaModal dan
PDRB. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nila
minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi. Mean digunakan untuk
memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar
devias digunakan untuk menilai dispers rata-rata dari sampel. Maksimum-
minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi.
Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang

berhasi| dikumpulkan dan memenuhi syarat.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan
atas model regres yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga
dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan
tidak terdapat multikolonieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan

bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2006).

Regresi data panel memberikan alternatif model yaitu Common Effect, Fixed Effect
dan Random Effect Model. Model Common Effect dan Fixed Effect menggunakan
pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan
Random Effect menggunakan Generalized Least Squares (GLS) sebagai teknik

estimasinya.



Menurut Gujarati & Porter (2009), persamaan yang memenuhi asumsi klasik hanya
persamaan yang menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). Dalam
eviews, model estimasi yang menggunakan metode GLS hanya random effect
model, sedangkan fixed effect dan common effect menggunakan Ordinary Least
Sguare (OLS). Dengan demikian perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik dalam
penelitian ini tergantung pada hasil pemilihan metode estimasi. Apabila
berdasarkan pemilihan metode estimasi yang sesuai untuk persamaan regresi adalah
random effect, maka tidak perlu dilakukan uji asums klasik. Sebaliknya, apabila
persamaan regresi |ebih cocok menggunakan common effect atau fixed effet (OLS)

maka perlu dilakukan uji asumsi klasik.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
dependen dan variabel independen, keduanyamemiliki distribusi normal atau tidak.
Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
Daam software Eviews, normalitas sebuah data dapat diketahui salah satunya
dengan membandingkan nilai Jarque-Bera (JB) dan nilai Chi Square tabel. Uji JB
didapat dari histogram normality.

Hipotesis yang digunakan adal ah:

Ho : Data berdistribusi normal

Hi : Datatidak berdistribus normal

Jikahasil dari JB hitung > Chi Square tabel, maka Ho ditolak. Sedangkan jika hasil

dari JB hitung < Chi Sguare tabel, maka Ho diterima.
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3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelas antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Deteks

multikolinieritas dilakukan dengan cara:

1. Korelas antar variabel (pairwise correlations) dimana apabila kurang dari 0,8
maka tidak terdapat multikolinearitas dan sebaliknya apabila hubungan
variabel diatas 0,8 maka terdapat multikolinearitas (Gujarati, 2004).

2. Nila Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dengan kriteria apabila
nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF semua variabel independen Iebih

kecil dari 10,00 makatidak terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2004).

3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika
variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi

yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Sdah satu uji satistik yang lazim dipergunakan untuk mendeteks adanya
Heteroskedastisits pada suatu model adalah uji Glgser. Uji Glgser dilakukan
dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut
residualnya (ABS_RES). Jikanilai signifikansi antara variabel independen dengan

absolut residual lebih dari 0,05 makatidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
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3.7.2.4 Uji Autokorelas

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar anggota
serangkaian observas yang diurutkan, menurut waktu (data time series) atau ruang
(data cross section). Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah
terjadi korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Konsekuens dari adanya autokorelasi
dalam suatu model regres adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan
varians populasinya. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan uji
Durbin-Watson test. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian
pada nilai Durbin-Watson (D-W) untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap
model dengan ketentuan sebagal berikut (dengan level of significant yang
digunakan dalam penelitian adalah 5%):

1. DW bernilai dibawah -2 berarti terjadi autokorelas positif

2. DW berada diantara -2 dan +2 berarti tidak terjadi autokorelasi

3. DW bernilai diatas +2 berarti terjadi autokorelasi negatif

3.8 AnalissRegres (Uji Hipotesis)

Setelah pemilihan model, kemudian dilanjutkan dengan analisisregresi. Analisis
regresi memiliki tujuan untuk mengestimasi rata-rata populas atau nilai rata-rata
variabel terikat berdasarkan variabel bebas yang diketahui. Selain itu, analisis
regresi juga berfungsi mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel serta

menunjukkan arah hubungan tersebut.

Analisisregresi dengan Uji StatistikaF dan Uji Statistikat bergunauntuk menguji

tingkat signifikansi. Semakin tinggi tingkat signifikansi, semakin cukup bukti
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untuk menyatakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh nyata terhadap

variabd terikat.

3.8.1 Uji Statistika F — Simultan

Uji F dikena dengan Uji simultan atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk
melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama
terhadap variabel terikatnya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka
hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya secara simultan
variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
variabel terikat. Jikanilai signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima
(koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara simultan variabel -

variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.8.2Uji Statistikat - Parsial

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapajauh
pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan
variabel dependen. Jika nila signifikansi lebih besar dari 5% atau koefisien
bernilai negatif maka hipotesis aternatif ditolak (koefisien regres tidak
signifikan), artinya secara parsia variabel bebas tidak mempunyai pengaruh
secara signifikan terhadap variabel terikat. Jika nila signifikan lebih kecil dari
5% dan koefisien bernilai positif maka hipotesis aternatif diterima (koefisien
regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel bebas tersebut

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
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3.8.3 Uji Variabel Medias

Analisis variabel mediasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode causal
step berdasarkan ketentuan dari Baron dan Kenny (1986) yaitu dengan metode
perbedaan koefisien yang menggunakan pemeriksaan dengan melakukan analisis

dengan dan tanpa melibatkan variabel mediasi.

Metode pemeriksaan variabel mediasi dengan pendekatan perbedaan koefisien
dilakukan sebagai berikut: (1) memeriksa pengaruh langsung variabel
independen terhadap variabel dependen pada model dengan melibatkan variabel
mediasi (2) memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
pada model tanpa melibatkan variabel mediasi, (3) memeriksa pengaruh variabel
independen terhadap variabel mediasi, (4) memeriksa pengaruh variabel medias

terhadap variabel dependen.

Jka (3) dan (4) signifikan, serta (1) tidak signifikan, maka belanja modal
merupakan variabel medias sempurna (complete mediation). Jika (3) dan (4)
signifikan serta (1) juga signifikan, di mana koefisien dari (1) lebih kecil (turun)
dari (2) makabelanjamodal dikatakan sebagai variabel mediasi sebagian (partial
mediation). Jika (3) dan (4) signifikan serta (1) jugasignifikan, di manakoefisien
dari (1) hampir sama dengan (2) maka belanja modal dikatakan bukan sebagai
variabel mediasi. Jika salah satu (3) atau (4) atau keduanyatidak signifikan maka

belanjamodal bukan sebagai variabel mediasi (Solimun, 2011; Hair et all., 2010).

3.84 Koefisien Determinas (R?)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sgjauh mana kemampuan
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model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai R?
berada diantara nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nilai satu maka
variabel bebas hampir memberikan semuainformasi untuk memprediksi variabel
terikat atau merupakan indikator yang menunjukkan semakin kuatnya
kemampuan dalam menjelaskan perubahan variabel bebas terhadap varias
variabel terikat. Jika R?> mendekati nol (0) maka semakin lemah variasi variabel

independen menerangkan variabel dependen terbatas.



BABV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari

penerimaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan

ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening pada kabupaten/kota

di wilayah provinsi Aceh dengan tahun amatan 2011 sampai 2015. Berdasarkan

hasil dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal
namun dengan arah negatif. Sementara danaotsustidak berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal.

b. Dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan
ekonomi di tahun yang sama, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di satu dan dua tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan
realisas dana perimbangan melalui belanja pegawal, belanja barang dan
belanja modal akan secara langsung menambah tingkat daya beli masyarakat
di tahun yang sama yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

c. Dana otsus tidak berpengarun secara signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di Aceh padatahun yang bersangkutan ataupun satu tahun setelahnya,

namun baru memiliki pengaruh signifikan positif dua tahun setelah dana otsus
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diredlisaskan. Ha ini diduga dikarenakan redlisas dana otsus banyak
menumpuk diakhir tahun, sehingga dampaknyatidak langsung dilihat di tahun
berjalan. Selain itu juga adanya proyek atau kegiatan dari dana otsus yang
bersifat tahun jamak (multi years).

d. Belanjamodal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hal ini diduga disebabkan karena porsi belanja modal pemerintah yang tidak
terlalu besar, di mana sebagian besar belanja pemerintah dialokasikan untuk
belanja pegawai.

e. Belanjamoda tidak memediasi hubungan antara penerimaan dana dari Pusat
yaitu dana perimbangan dan dana otsus dengan pertumbuhan ekonomi Aceh
dikarenakan rata-rata belanja modal kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh
2011-2015 hanya sebesar 21%. Rendahnya porsi aokasi belanja modal
disebabkan tingginya porsi belanja pegawai. Inilah yang mungkin menjadi
sdlah satu penyebab variabel belanja moda tidak mampu menjadi mesin
penggerak menuju tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal meskipun
nilai pendapatan daerah dari Pusat berupa dana perimbangan dan dana otsus
yang diterima cukup besar bahkan dengan jumlah yang meningkat setiap

tahunnya.

5.2 Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan
praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan
teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan

implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap peningkatan
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efektivitas pengelolaan dana-dana transfer dari Pusat dan pengaruhnya terhadap

pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

a

Implikasi Teoritis

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa sesuai teori Fiscal Federalism dan
teori desentralisasi, pendelegasian wewenang dari Pusat kepada daerah (yang
sdah satunya dilakukan dalam bentuk transfer dana untuk membiayai
kebutuhan daerah) akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun,
pengaruh tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku pemerintah daerah.
Pengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, salah
satunya ditentukan oleh seberapa efektif kebijakan yang diambil pemerintah
daerah daam mengelola dana-dana yang diterima dari pusat untuk
memaksimalkan pelayanan publik di daerahnya masing-masing terutama

dalam mengal okasikan dananya untuk porsi belanja modal.

Implikasi Praktis

Hasil pendlitian ini memberikan implikasi pada kebijakan khususnya bagi
pemerintah kabupaten/kotadi Provinsi Aceh untuk meningkatkan porsi belanja
moda dalam anggaran belanja daerahnya sehingga diharagpkan dana-dana
transfer dari Pusat (dana perimbangan dan otsus) dapat berkontribusi maksimal
terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dan berusaha untuk menekan rasio
belanja pegawainya dengan melakukan moratorium pegawa daerah serta
meningkatkan kualitas pegawal yang ada sehingga dapat memberikan kinerja
yang baik bagi pelayanan publik di daerah. Selain itu, bagi pemerintah Provinsi
agar menyusun aturan/kebijakan pengel olaan dana otsus yang efektif sehingga

diharapkan dana otsus yang diterimakabupaten/kotadapat direalisasikan untuk
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pembangunan secaraoptimal. Dan, bagi aparat pengawasan pemerintah daerah
(BPKP dan Inspektorat) diharapkan dapat meningkatkan peran pengawasannya
dalam pengelolaan dana daerah sgak proses penganggaran hingga selesa
diredlisasikan agar dana yang tersedia tersebut benar-benar sesuai dengan
kebutuhan  pembangunan  daerah, terhindar dari  penyimpangan/
penyalahgunaan dan memberikan hasil yang maksimal terhadap pelayanan
publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberi dampak bagi

pertumbuhan ekonomi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah memberikan bukti empiris terkait pengaruh dana perimbangan,

dan dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada

kabupaten/kota di provinsi Aceh dengan belanja modal sebagai variabel mediasi.

Namun, dalam pendlitian ini masih terdapat keterbatasan antara lain sebaga

berikut:

a.  Komponen APBD berupa penerimaan danatransfer dari Pusat dalam penelitian
ini hanya terbatas pada dana perimbangan dan dana otonomi khusus.

b. Pendlitian ini hanya mengambil belanja modal sebagai variabel mediasi. Dan
variabel dependen hanya pertumbuhan ekonomi. Dapat dikembangan variabel
dependen dengan tingkat pendidikan/kesehatan.

c. Objek penelitian terbatas pada kabupaten/kota di provinsi Aceh dan rentang

waktu hanya 5 (lima) tahun.
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5.4 Saran

a. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang berasal dari
komponen APBD seperti PAD dan dana penyesuaian, serta mem-breakdown
komponen dana perimbangan yang terdiri dari DBH migas, DBH non migas,
DAU dan DAK sehingga diharapkan dapat memberikan model penelitian yang
lebih baik;

b. Pendlitian selanjutnya sebaiknya mencoba alternatif variabel mediasi selain
belanja modal seperti belanja pegawai dan/atau penyertaan modal (investasi
pemerintah daerah);

c. Bagi penditian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel
wilayah yang diteliti dengan penggunaan data sekunder yang lebih besar dan
perpanjangan rentang tahun pengamatan sehingga diharapkan dapat
memberikan gambaran dan kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai

pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
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